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I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan
sanksi administratif dan program pembinaan khusus bidang
pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 353 serta
pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 383. Kedua materi muatan yang didelegasikan tersebut sangat
berkaitan, yakni pengaturan mengenai sanksi administratif dan program
pembinaan khusus bidang pemerintahan tersebut merupakan tindak
lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
sebagai bagian dari Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengaturan mengenai mekanisme pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sanksi yang jelas dan tegas
kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan daerah dimaksudkan
untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat

dan tujuan otonomi daerah.
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Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum
serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan
pencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Pembinaan
dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri guna mendukung
pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efisien
dan efektif sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren daerah agar sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah
Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat
melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden.

Agar proses pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif dan
efisien diperlukan adanya kejelasan tugas dan sinergi pembinaan dan
pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah
kabupaten/kota. Menteri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional senantiasa
melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak terjadi pembinaan dan
pengawasan yang melebihi kewenangannya dan tumpang tindih.

Peraturan Pemerintah ini juga memperjelas mekanisme koordinasi
antara APIP dengan aparat penegak hukum dalam penanganan
pengaduan masyarakat. Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini juga
memperjelas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang menerima dan mengelola sumber daya negara.

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini
mengatur mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tata cara Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penghargaan
dan fasilitasi khusus, pendanaan, dan sanksi administratif termasuk tata

cara penjatuhan sanksi administratif dan sanksi program pembinaan
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khusus bidang pemerintahan bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah
dan daerah yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “kebijakan daerah” termasuk
didalamnya pelaksanaan peraturan daerah, peraturan
kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.

Huruf i

Cukup jelas.
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Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembinaan teknis yang dilakukan oleh menteri teknis/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian dan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat, misalnya di bidang pendidikan antara
lain pelatihan guru, penelitian dan pengembangan kurikulum

lokal dan konsultasi akreditasi guru.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “belum mampu melakukan
pembinaan umum dan teknis” dibuktikan dengan surat
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri
dan/atau berdasarkan telaahan hasil pemantauan
dan/atau evaluasi dari Kementerian.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak melakukan pembinaan
umum dan teknis” dibuktikan dengan laporan hasil
pemantauan dan/atau evaluasi dari Kementerian.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “penguatan kapasitas Pemerintahan
Daerah” adalah  termasuk  didalamnya  dukungan
pembiayaan dan personil serta pendampingan implementasi
kebijakan dan program sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “secara langsung” adalah konsultasi
dilakukan melalui pertemuan dan tatap muka secara langsung
dan yang dimaksud dengan “tidak langsung” adalah konsultasi
dilakukan melalui surat cetak, surat elektronik, dan/atau media
teleconference tanpa melalui pertemuan dan tatap muka secara
langsung.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara Pemerintahan Daerah”

termasuk didalamnya penyelenggara pemerintahan desa yaitu
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kepala  desa, perangkat desa dan  anggota  badan
permusyawaratan desa atau sebutan lain.
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan teknis
dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri”
antara lain jabatan fungsional Pengawas Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Pelatih Masyarakat,
Pemadam Kebakaran, dan Polisi Pamong Praja.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri” adalah
pelatihan, kursus atau penataran kepemimpinan bagi
pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan kepala
perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan
pengawas antara lain terkait dengan = kebijakan
desentralisasi, wawasan nusantara, nasionalisme yang
berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, hubungan
Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum,
pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah
dengan DPRD dan etika pemerintahan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan
kepamongprajaan” adalah pendidikan tinggi yang dilakukan
oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan
menerapkan metode kombinasi antara pengajaran,
pengasuhan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan
kepamongprajaan juga mencakup pendidikan dan pelatihan
dalam rangka pengembangan kompetensi kepamongprajaan
yang dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai tugas
bidang pengembangan sumber daya manusia pemerintahan
dalam negeri.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan teknis

dan fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah
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nonkementerian” adalah terkait substansi pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan dan pelatihan
lainnya” adalah lembaga  pendidikan dan = pelatihan
nonpemerintah yang bergerak dalam bidang pengembangan
sumber daya manusia dan telah mendapatkan sertifikasi
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah kegiatan yang
dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi
keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah kegiatan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan
kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya
untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu

pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru
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yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam
negeri.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengkajian” adalah penelitian terapan
yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang
berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka
menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
Yang dimaksud dengan “penerapan” adalah pemanfaatan hasil
penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan
teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan,
inovasi  serta  difusi teknologi yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
Yang dimaksud dengan “perekayasaan” adalah kegiatan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi
dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan
nilai, produk dan/atau proses produksi dengan
mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau
konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika,
dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
Yang dimaksud dengan “pengoperasian” adalah kegiatan yang
meliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, diseminasi
untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan
dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.



No.6041

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “kebijakan daerah” termasuk
didalamnya pelaksanaan peraturan daerah, peraturan
kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengawasan teknis yang dilakukan oleh menteri teknis/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian dan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat, misalnya di bidang pendidikan antara
lain pelatihan guru, penelitian dan pengembangan kurikulum
lokal, dan konsultasi akreditasi guru.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
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Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “belum mampu melakukan pengawasan
umum dan teknis” dibuktikan dengan surat gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri.
Yang dimaksud dengan “tidak melakukan pengawasan umum
dan teknis” dibuktikan dengan laporan hasil pemantauan
dan/atau evaluasi dari Kementerian.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Yang dimaksud dengan “reviu” adalah penelaahan ulang bukti-
bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan “monitoring” adalah proses penilaian
kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan
membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah proses identifikasi
masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara
independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit,
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas,
efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah.

Ayat (12)
APIP dalam ketentuan ini termasuk aparatur pengawas yang
berasal dari inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat

jenderal kementerian teknis/lembaga pemerintah
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nonkementerian yang melakukan pengawasan umum dan teknis

pada perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Kebijakan pembinaan dan pengawasan S (lima) tahunan
dimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari
dokumen rencana pembangunan jangka menengah
daerah.
Huruf b
Kebijakan pembinaan dan pengawasan tahunan disusun
khususnya terhadap pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “mengalokasikan anggaran Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” adalah
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besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
mencerminkan jumlah program dan kegiatan urusan
Pemerintahan Daerah yang akan diawasi oleh APIP; jumlah
Perangkat Daerah mencerminkan jumlah waktu yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan; jumlah pengawas
mencerminkan beban kerja yang akan dipikul oleh setiap
pengawas dan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan,;
peningkatan kompetensi dan tambahan penghasilan APIP; dan
luas wilayah mencerminkan cakupan area pengawasan, tingkat

kesulitan geografis serta kemahalan.

Ayat (3)

Pasal 15

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “profesional” adalah pekerjaan atau
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi
sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu
atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “independen” adalah sikap tidak
memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak
tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam
melaksanakan pengawasan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “objektif” adalah memiliki sikap
yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik
kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan

melaporkan pekerjaan yang dilakukannya.



13 No.6041

Huruf d
Yang dimaksud dengan “tidak tumpang tindih” adalah
dengan melakukan pengawasan yang terkoordinasi dengan
baik dan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah
ditetapkan bersama.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Rencana pembangunan jangka menengah daerah memuat
visi, misi dan program kepala daerah. Pemeriksaan
terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah
berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan memperhatikan rencana pembangunan jangka
menengah nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah
serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan  jangka = menengah daerah periode
sebelumnya.
Pemeriksaan terhadap rencana kerja pemerintah daerah
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu
indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah maupun sumber-sumber lain yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan.
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Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dibantu oleh inspektorat daerah”
adalah inspektorat daerah berperan dalam melakukan
identifikasi penyelenggaraan urusan daerah dan untuk
kebijakan lebih lanjut diserahkan kepada kepala daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan oleh DPRD bersifat
kebijakan” adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD
terhadap kebijakan pemerintahan daerah bersifat terbatas pada
pencapaian tujuan kebijakan dan tidak termasuk pada teknis
operasional pelaksanaan kebijakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan” meliputi laporan pemeriksaan
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keuangan, laporan pemeriksaan kinerja, dan laporan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “laporan hasil pembinaan dan
pengawasan” adalah pengawasan terhadap Perangkat Daerah
kabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk meliputi
capaian atas pelaksanaan prioritas Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laporan hasil pembinaan dan
pengawasan” adalah pengawasan terhadap Perangkat Daerah
provinsi dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota serta pembinaan dan

pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan
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Pemerintahan Daerah termasuk meliputi capaian atas
pelaksanaan prioritas Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “laporan hasil pembinaan dan
pengawasan” adalah pengawasan termasuk meliputi capaian
atas pelaksanaan prioritas Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
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Ayat (1)
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Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berpotensi merugikan kepentingan

umum secara meluas” adalah apabila kerugian yang

ditimbulkan, dialami oleh sebagian besar masyarakat di daerah

tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” adalah
program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang
memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan program
strategis nasional” adalah tidak melaksanakan kewajiban
daerah untuk melaksanakan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau ketentuan

peraturan peraturan perundang-undangan.
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf'l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.
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Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

-19-

No.6041



No.6041

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.
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